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BAB
PENDAHULUAN

A. Konsepsi Reformasi Administrasi
Reformasi administrasi publik merupakan salah satu

bagian kajian dari pada administrasi yang selalu menarik

perhatian untuk diteliti dan dikaji karena berkaiatan dengan

adanya pergeseran ilmu administrasi yang bertumbuh dan
berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan Administrasi Publik adalah merupakan hasil

respons terhadapaa perubahan-perubahan yang terjadi

dilingkungan ekologi administrasi publik. Reformasi dapat
dipandang secara harafiah maupun isi (content), dan selalu
terkait dengan spektrum perubahan diberbagai dimensi
kehidupan manusia yang luas. Perubahan tersebut dapat
diamati dalam perubahan aspek-aspek IPOLEKSOSBUDHAM

(Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanaan

Keamanan).

Menurut Zauhar, reformasi administrasi adalah suatu
usaha secara sadar dan terencana untuk mengubah:

1. Struktur dan prosedur birokrasi (aspek organisasi/
institusional/ kelembagaan);

2. Sikap & perilaku birokrat (aspek perilaku), guna
meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya
administrasi yg sehat & menjamin tujuan pembangunan
nasional.

Menurut Hahn Been Lee (1970), tujuan penyempurnaan
sistem administrasi adalah
1. Untuk meningkatkan keteraturan

Reformasi Administrasi Publik | 1



BAB
BIROKRASI

PEMERINTAHAN

A. Konsepsi Birokrasi

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai birokrasi,
terlebih dahulu perlu untuk menyatukan persepsi dengan
memahami konsep dasarnya. Dengan demikian apa yang
dimaksudkan dengan birokrasi tidak didasarkan atas tafsiran
dan interpretasi masing-masing individu yang dapat
menyesatkan bila tidak berlandaskan konsepsi yang benar dan
berlaku secara universal. Kekeliruan dan penyimpangan dalam
pengimplementasian birokrasi pemerintahan sejak dahulu
bahkan sampai sekarang ditengarai lebih banyak disebabkan
karena pemahaman yang keliru akan arti, makna dan tujuan
birokrasi.

Banyak orang yang menganggap bahwa semua organisasi
hampir pasti dijalankan berdasarkan organisasi birokrasi.
Alasan yang mendasari adalah setiap organisasi pasti ada
sekelompok orang yang bekerja sama, adanya pembagian tugas
yang jelas, spesialisasi fungsi, hirarkhis yang baku untuk
mencapai tujuan, disiplin kerja yang ketat, diikuti koordinasi
yang baik dan efektif. Hubungan-hubungan yang terkait dengan
ukuran yang kompleks serta unit-unit kerja sebagai komponen-
komponen yang membentuk organisasi birokrasi tersebut
merupakan bangunan utama dari Dbirokrasi. Meskipun
demikian, bukan berarti bahwa ketika semua komponen
tersebut tersedia, maka secara otomatis organisasi tersebut dapat
dipandang sebagai organisasi birokrasi.

Reformasi Administrasi Publik | 19



BAB

BIROKRASI DALAM
PERSPEKTIF HISTORIS

A. Birokrasi Klasik - Konvensional

Keith M. Hendeson dan O. P. Dwiveda dalam buku
“Bureaucracy and The Alternatives in World Perspective” (1996),
telah mengulas dan menjelaskan secara mendalam dengan
membandingkan birokrasi yang ada sekarang ini dengan
birokrasi klasik, konvensional dan tradisional. Tulisan tersebut
didasarkan atas penelusuran lebih jauh asal-usul dan sebab-
musabab birokrasi pemerintahan berdasarkan sejarah. Hasil
penelusuran dikatakan bahwa awalnya birokrasi dikembangkan
di kawasan Timur Tengah, seperti Babilonia, Mesir, Assyria dan
sekitarnya yang mengembangkan birokrasi tradisional.

Kemudian mereka komparasikan dengan birokrasi
kekaisaran Persia (Iran sekarang) yang besar pengaruhnya dan
kenamaan disekitar 6000 tahun lalu merupakan legenda
birokrasi yang efisien dan efektif dikenal dunia sekarang. Itulah
embironal yang menjadi cikalbakal birokrasi dengan
menjalankan prinsip-prinsip birokrasi modern seperti yang
dipraktikan sekarang. Ketika itu, mereka telah mengembangkan
dimensi dan prinsip-prinsip manajemen strategis, sentralisasi,
desentralisasi, dengan filsafat liberal yang universal. Sistem
pemerintahan toleran terhadap manusia (rakyat) dengan
melaksanakan sistem administrasi yang adil, komunikasi yang
efisien dan efektif, sistem jalur - jalan tertata baik, sistem
keuangan dan manajemen perpajakan berjalan baik,
menekankan pendidikan, merit sistem telah dikembangkan,
birokrasi yang profesional melalui pengalaman, pendidikan dan

32 | Reformasi Administrasi Publik



BAB
BIROKRASI DALAM

PERSPEKTIF
PEMERINTAHAN

A. Birokrasi Pemerintahan

Perkataan birokrasi adalah suatu istilah yang lazim
digunakan dalam kaitannya dengan organisasi pemerintahan
daripada organisasi non-pemerintahan seperti bisnis atau privat.
Tuner & Hulme (1997) menulis: This meaning focuses on popular
perception of the working of bureaucracy, and is most often associated
with the organization of the state rather than the private sector.
Dimaksudkan bahwa birokrasi lebih menekankan pada
organisasi pemerintahan daripada organisasi swasta atau dunia
usaha (private sector).

Berdasarkan pada perspektif birokrasi demikian maka
dapat dikemukakan elemen-elemen penting yang membentuk
pengertian yang berbeda-beda.

B. Birokrasi Merujuk ke Situasi Khusus

Pemahaman birokrasi ini merujuk pada situasi khusus
yang berorientasi ke biro-biro dalam konteks tempat kerja (meja-
meja kerja) tertentu. Biasanya biro-biro tersebut bekerja
berdasarkan fungsi-fungsi tertentu (khusus) yang berbeda satu
dengan yang lain. Perbedaan fungsi tersebut membedakan biro
yang satu dengan biro yang lain, meskipun dalam satu
organisasi pemerintahan. Seperti di kantor-kantor pemerintahan
daerah, ditemukan biro-biro tertentu, seperti biro umum, biro
kepegawaian, biro kuangan, biro hubmas, dan lain-lain. Nama
biro adalah ciri khusus yang menunjuk fungsi biro tersebut. Di
perguruan tinggi misalnya dikenal biro umum, biro akademik
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BAB
BIROKRASI DALAM

POLEMIK

A. Problematika Birokrasi Pemerintahan

Sesudah perang dunia kedua, konsepsi teoritik birokrasi
menjadi perdebatan yang tak pernah henti dikalangan
profesional, praktisi terutama akademisi. Kritikan tajam
dialamatkan atas pandangan bureaucracy versi Weberian.
Kritikan ini disponsori oleh Western scholars dengan
menyerang dokrin Weberian bureaucray, antara lain, Thomson
(1967); Bendix (1977); Grozier (1964); Pugh, et al (1968); Burns &
Stalker (1966); Lawrence & Lorsch (1967); March & Simon (1958).

Dalam buku yang ditulis Bennis (1966), “they had declared
bureaucracy dead” (Kirpatrick & Clark, 2002). Mereka
mendeklarasikan bahwa birokrasi versi Weberian telah mati.
Walaupun demikian, nyatanya bureaucracy Weberian tetap eksis,
sekalipun sampai sekarang tampak masih diremehkan. Seperti
ditulis Pinchot and Pinchot (1994) dalam Kirpatrick & Clark,
(2002), To day, it is fashionable to write disparangly about bureaucracy
before advancing one’s particular brand of administrative theory.

Sesungguhnya, birokrasi sebagai organisasi, apapun
alasannya tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Birokrasi tetap
ada dan hidup dalam setiap organisasi modern. Landasan
konsepsi teoritisnya adalah, Hegelian Bureaucracy, yang
memandang bahwa birokrasi adalah mata rantai yang
menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat (Thoha,
2002); Eva Etzioni - Halevy (1983). Pada tataran demikian
birokrasi harus neteral (Moeljarto, 2001). Walaupun kenetralan
birokrasi, di mana birokrasi sebagai supplyer ataupun mediator
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BAB
PATOLOGI

BIROKRASI

A. Stigma Birokrasi

Stigma bureaucracy tampaknya berlaku universal sebagai
mana dikemukakan Bendix (Kirkpatrik, Clarke and Palidano,
(2002) menulis, To the ordinary citizen, it connotes a range of
pejorative organizational pathologies such as red tape, narrow outlook,
high handedness, rigid rules, blundering officials, buck passing,
duplication, wastefulness, excessive centralization, inflexibility and
insensitivity to clients or citizens.

Demikian juga dikatakan Nicholas Henry (1995),
nampaknya bukan saja berasal dari rasa kecewa yang meluas
terhadap birokrasi tetapi juga dari keyakinan mendalam bahwa
pemerintah tak lagi bekerja untuk rakyat. Kenyataannya,
birokrasi pemerintahan negara kadangkala nampak memerangi
rakyat.

Keberlakuannya di Indonesia seperti ditengarai Dwiyanto
(2002) bahwa fenomena di atas menunjukkan betapa rapuhnya
kepercayaan dan legitimasi pemerintah dan birokrasi di mata
publik. Gejala demikian disebabkan karena pemerintah dan
birokrasi telah gagal memposisikan dan menempatkan dirinya
menjadi institusi untuk melakukan pelayanan publik dengan
melindungi dan memperjuangkan kebutuhan, kepentingan dan
hak-hak publik.

Publik yang mengharapkan birokrasi dapat memberikan
layanan dengan memberi respon yang tepat dan cepat terhadap
krisis yang terjadi menjadi kecewa, karena berbagai persoalan
cenderung dibiarkan berlarut-larut dan lambat dalam mencari
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BAB PERSEPSI,

PEMAKNAAN DAN
MITOS BIROKRASI

A. Persepsi dan Pemaknaan Birokrasi
Perkembangan birokrasi Indonesia telah mengalami
pertumbuhan, perkembangan serta terpaan yang beragam sejak
berdirinya republik. Model birokrasi Indonesia sedikitnya telah
dimaknai dan dipersepsi oleh sedikitnya tiga pengertian yang
melekat kepadanya, dengan konotasi dan kecenderungannya
masing-masing.
Pertama, birokrasi bermakna rasionalisasi versi Weber

(legal rasional) sebagai arsitek birokrasi modern. Tujuan
birokrasi untuk menciptakan efisiensi dan produktivitas yang
tinggi tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume
pekerjaan dengan jumlah pegawai yang profesional, tetapi juga
melalui ~ penggunaan anggaran, penggunaan sarana,
pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat. Model yang
diajukan Weber, birokrasi untuk meningkatkan efisiensi gagal
diimplementasikan. Karakteristik ideal birokrasi dimaksud
adalah sebagai berikut:

Pembagian kerja;

Hierarki wewenang;

Pengaturan perilaku pemegang jabatan;

Impersonalitas hubungan;

Kemampuan teknis;

AL S e

Penjenjangan karier.

Kedua, birokrasi bermakna perluasan organisasi; Dengan
pemaknaan demikian, kritikan pun datang, misalnya oleh
Parkinson di mana birokrasi yang cenderung bersifat negatif.
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BAB
PEMBERDAYAAN

BIROKRASI

A. Penguatan Oganisasi Birokrasi
Pada hakikatnya penguatan organisasi dapat dilihat pada
dua dimensi:
1. Membangun kapasitas (capacity building);
2. Memberdayakan organisasi.

Dua aspek ini yang perlu direformasi sebagai upaya
untuk memperkuat organissi birokrasi pemeringahan.

Substansi esensial yang terkandung dalam capacity
building terutama dalam konotasi konsepsi pengembangan
institusi antara lain dengan memangkas atau membuang fungsi-
fungsi yang tidak diperlukan atau dengan melakukan
downsizing organisasi. Kegiatan tersebut termasuk bagian dari
reformasi birokrasi dengan restrukturisasi organisasi dan
menciutkan middle management yang tidak perlu atau sub-
organisasi yang tidak produktif.

Pemberdayaan birokrasi lebih tertuju pada upaya
memberdayakan sumber-sumber yang tersedia terutama
personalnya dengan mempercayai orang lain (bawahan),
kemudian mendelegasikan pekerjaan kepadanya dengan
memberikan tugas dan tanggung jawab yang tepat dan jelas.

Penguatan organisasi dimaksudkan adalah
pemberdayaan organisasi tidak lain adalah pendelegasian tugas
yang dilakukan mulai pimpinan atas sampai yang pada lini
terdepan (pelaksana), berdasarkan struktur hirarkhis organisasi
dengan membuang fungsi-fungsi yang tidak penting
(downsizing). Pelimpahan wewenang (delegation of authority) dari
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BAB

BUDAYA ORGANISASI
BIROKRASI

A. Strategi Budaya

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem nilai
yang menonjol dalam sebuah organisasi. Bila nilai-nilai dan
keyakinan-keyakinan yang mendasari organisasi telah tertanam
dalam jiwa para anggotanya, maka beberapa keuntungan dapat
dirasakan. Budaya organisasi mempermudah dan menghemat
komunikasi,  perlancar = pengambilan keputusan dan
pengendaliannya, dan dapat menghasilkan tingkat kerja sama
dan komitmen yang lebih tinggi. Singkat kata, budaya organisasi
membantu mengatasi berbagai kecenderungan sentrifugal
sebuah birokrasi besar dengan menanamkan rasa kesatuan dan
memiliki tujuan bersama dalam diri para anggotanya. Budaya
organisasi, nilai-nilai yang dipegang bersama dalam organisasi,
menimbulkan pengaruh yang kuat pada kinerja dalam wilayah
manajemen personel publik.
1. Menghilangkan - Menghentikan Kebiasaan yang Kurang

Baik (Breaking Habits)

Salah satu truisme dalam dunia administrasi ialah,
bahwa setiap organisasi mempunyai karakteristik atau jati
diri yang khas. Artinya, bahwa setiap organisasi mempunyai
kepribadiannya sendiri dari organisasi-organisasi lain
(Siagian, 2002). Kepribadian ini tentunya tidak serta merta
terbentuk begitu setelah suatu organisasi didirikan. Hal ini
diperlukan waktu, sebagai proses organisasi itu bertumbuh,
berkembang, mapan, dan akhirnya membentuk suatu
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BAB
REFORMASI BIROKRASI

1 O PELAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Publik dalam Perspektif Keadilan Sosial

Salah satu karakteristik reformasi birokrasi ialah
pelayanan publik yang berkeadilan. Birokrasi pemerintahan
sebagai pelayan publik harus tampil sebagai sosok pribadi yang
mampu melaksanakan pelayanan berdasarkan keadilan sosial
(social equity). Dalam hal ini Fredrickson (1980) mengemukakan
bahwa keadilan sosial (social equity) adalah salah satu fungsi
administrasi negara baru, di mana pemerintah (state) harus
mengembalikan kepada masyarakat apa yang menjadi hak
mereka. Kumorotomo (1999) mengatakan: Justia et constans et
perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi; Maksudnya bahwa
keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk
memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.

Implementasi pelayanan masyarakat yang adil pada
hakekatnya adalah untuk mengembalikan hak-hak dasar publik
baik yang berkenaan dengan hak politik, hak ekonomi, hak
hukum, hak pendidikan, dan sebagainya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dengan tidak membeda-bedakan
suku, ras, agama, budaya, dan latar belakang lainnya.

Pembahasan mengenai keadilan dalam administrasi
publik dan birokrasi pemerinahan mulai mengemuka setelah H.
Fayol memasukan keadilan sebagai salah satu prinsip ilmu
administrasi. Kemudian, prinsip keadilan semakin menarik
setelah Fredrikson (1994) mengemukakan sebagai prinsip
administrasi negara baru (new public administration).
Selanjutnya, sebagai suatu teori, keadilan semakin populer
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BAB REFORMASI PELAYANAN
PUBLIK DALAM

PERSPEKTIF OTONOMI
DAERAH

A. Perkembangan Pelayanan Publik

Pemahaman terhadap pelayanan publik (public service)
dapat dikatakan berbeda-beda, baik disebabkan latar belakang
pendidikan, sosial ekonomi, budaya, maupun pengaruh
kedudukan dalam jabatan. Orang pada umumnya cenderung
mengartikan pelayanan adalah melakukan tugas apa yang
diberikan (ditugaskan). Hal ini disebabkan karena sektor publik
dan sektor swasta (private) makin sukar dibedakan dan semakin
interdependen.

Persoalan ini sangat penting pada suatu saat ketika
definisi kita tentang pelayanan publik sedang berubah.
Sebagaimana dipahami bahwa pelayanan publik tidak lagi
sekadar kelompok pejabat politik dan administratif yang
dipekerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Sekarang
pelayanan publik melibatkan banyak sekali organisasi swasta
dan nonprofit dalam memberikan pelayanan barang dan jasa.
Perkembangan ini menimbulkan masalah baru terutama
masalah manajerial, masalah politik, dan utamanya masalah-
masalah moral dan etika. Di bawah berbagai kondisi ini,
administrator publik harus mengembang kepemimpinan dalam
menetapkan standar moral yang tinggi untuk pelayanan publik
pada umumnya. Berbeda dengan nasehat yang sering terdengar
bahwa administrator publik harus mengikuti model bisnis, kita
mungkin bisa mengajukan ide yang sebaliknya, bahwa
organisasi-organisasi publik dan nilai-nilai serta komitmen
yang mereka pegang harus menjadi model bagi semua
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REFORMASI BIROKRASI

' I : ! BEBERAPA NEGARA

A. Perkembangan Reformasi

Walaupun reformasi administrasi negara dapat dikatakan
berlangsung diseluruh negara, akan tetapi masing-masing
negara berbeda dalam pelaksanaannya. Perbedaan tersebut
biasanya dilandasi atas perbedaan filosofi dan cara pandang
suatu negara (way of life) yang mempengaruhi sistem politik,
ekonomi dan sosial budaya dan pada akhirnya berdampai
terhadap penyelenggaraan administrasi negara dan birokrasi
pemerintahan. Walaupun demikian, bila ditelusuri sumber awal
reformasi sistem pemerintahan negara umumnya dimulai dari
negara-negara Barat yang di Eropa yang dipelopori Inggris dan
Amerika Serikat.

Reformasi Administrasi negara barat yang dipandu
Amerika serikat dan Inggris sama-sama ingn memperbaiki
administrasi negaranya, tetapi lebih memfokuskan pada upaya
perbaikan aspek ekonomi. Sedangkan dunia timur perbaikan
administrasi negara terutama birokrasi pemerintahan yang
terlalu sentralis dan lebih memfokuskan pada aspek politik.
Tidak demikian untuk Amerika Serikat dan Inggris yang telah
menganggap aspek birokrasi pemerintahan dan politiknya telah
stabil, sehingga kedua aspek tersebut tidak menjadi titik fokus
reformasi administrasi negara mereka.

Reformri yang terjadi di Dunia Timur pada dasarnya
tinggal mengadopsi pemikiran Barat tersebut. Dalam
mengadopsi reformasi dari Barat, disesuaikan dengan
pandangan hidup suatu bangsa termasuk di dalamnya nilai-nilai
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OTONOMI DAERAH

DALAM PERSPEKTIF
I 3 NEGARA KESATUAN

A. Perkembangan Reformasi Birokrasi Indonesia
Indonesia sebagai negara kesatuan yang demokratis, tidak
dapat ditawar lagi. Landasan kokoh yang mengikat ialah
Pacasila, Undang-undang dasar 45, dan Bhineka Tunggl Ika.
Sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam
sambutannya pada HUT ke-62 TNI di Jakarta, (Kompas, 6
Oktober, 2007) mengemukakan tiga pesan penting yang selalu
diingat-ingatkan ialah:
1. Lanjutkan reformasi;
2. Hormati demokrasi;
3. Teguhkan 4 konsensus dasar yakni:
a. Pancasila,
b. UUD 1945,
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
d. Bhineka Tunggal Ika.

Karena itu, reformasi birokrasi yang telah menjadi
komitmen bangsa dan negara, dilaksanakan terus dengan tetap
berpijak pada konsensus dasar yang harus dijadikan landasan
yang kokoh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dalam
khasana dan nuansa yang berbeda-beda tetapi tetap satu
(Bhineka Tunggal Ika).

Reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia, ada
kemiripan dengan apa yang dilaksanakan negara-negara Asia
Pasifik, Asia Selatan, terutama Asean. Reformasi birokrasi
berporos pada permasalahan politik, ekonomi dan sosial
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REFORMASI
BIROKRASI MENUJU
INDONESIA BARU

A. Dari Desentralisasi ke Otonomi Daerah

Reformasi yang mulanya lahir di Eropa daratan,
kemudian berkembang di Amerika Serikat. Selanjutnya dengan
berkembangnya demokrasi, ditunjang dengan globalisasi dan
pasar bebas semakin mempercepat penyebaran dan tuntutan
reformasi kemandirian daerah ke seluruh penjuru dunia.
Akibatnya banyak terjadi perubahan dibelahan dunia terutama
negara-negara baru merdeka dan negara berkembang
menyangkut bidang politik, administrasi publik, dan sektor
ekonomi termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, ketika reformasi politik sedang bergulir
disekitar tahun 1999, salah satu pertanyaan yang muncul
dipermukaan dan menjadi wacana publik ialah apakah bangsa
Indonesia akan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan,
ataukah mengubahnya menjadi negara federasi. Pertanyaan
tersebut menggelinding dan menjadi perdebatan elit politik dan
para pakar sehingga memunculkan gagasan untuk memilih tiga
opsi alternatif: (1) negara federal, (2) otonomi daerah, atau (3)
otonomi khusus dengan tetap mempertahankan negara
kesatuan republik Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mestinya masing-
masing kita terutama para elit politik harus meninjau kembali
latar belakang sejarah terbentuknya negara. Perlu dipahami
betul apa sebenarnya bentuk negara kesatuan dan negara
federal, apa kekuatan dan kelemahan dari kedua bentuk negara
tersebut. Pemahaman tersebut penting karena kedua konsepsi
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